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Abstract 

 
High performance and competency are the demands that nowadays must be owned by 

State Civil Apparatus known as ASN. Those demands can be achieved if the human 

resources' screening process is carried out lawfully and correctly by procedures. This 

article aims to examine the management of State Civil Apparatus in Indonesia using the 

merit system theory based on several phenomena. The data were analyzed using 

qualitative techniques, namely a descriptive phenomenological analysis. The discussion 

focuses on the development and particular phenomenon of the merit system in 

Indonesia's current situation, starting from the beginning of the selection and 

recruitment process, the placement of ASN, and implementing a merit system based on 

competency. Research result showed that the implementation of the merit system in 

Indonesia has not yet been thoroughly carried out based on the right procedures. More 

importantly, to become a dynamic governance also requires firm awareness of all 

stakeholders' responsibility, which is the primary key to executing a merit system in 

Indonesia. However, the improvement of supervision also needs to be done, especially 

by KASN, to optimize the merit system's implementation. 

 

Keywords: Merit System, State Civil Apparatus (ASN), Performance Appraisal, 

Human Resource Management 

 

Abstrak 

 

Kinerja dan kompetensi tinggi merupakan salah satu tuntutan yang harus 

dimiliki ASN saat ini. Hal ini bisa diwujudkan jika proses penyaringan sumber 

daya manusia yang unggul dilakukan dengan jujur dan benar sesuai dengan 

prosedur. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji manajemen Aparatur Sipil 

Negara di Indonesia menggunakan teori sistem merit berdasarkan beberapa 
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fenomena yang ada. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, 

yakni descriptive phenomenological analysis. Pada pembahasan fokus penelitian, 

dipaparkan pelaksanaan serta beberapa fenomena penerapan sistem merit pada 

ASN di Indonesia saat ini dari awal proses seleksi dan rekrutmen, penempatan 

ASN hingga penerapan sistem merit berdasarkan kompetensi. Hasil penelitian 

menemukan bahwa penerapan sistem merit di Indonesia masih belum 

sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur. Kunci sukses lainnya, agar menjadi 

dynamic governance diperlukan kesadaran penuh dari semua pemangku 

kepentingan dalam menerapkan sistem merit di Indonesia. Namun, peningkatan 

pengawasan juga perlu dilakukan terutama oleh KASN agar implementasi sistem 

merit dapat optimal.  
 

Kata Kunci: Sistem Merit, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penilaian Kinerja, 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

A. PENDAHULUAN 

Pencapaian good governance membutuhkan reformasi administrasi publik dalam 

peningkatan kinerja aparat pelayanan publik yang sesuai kompetensi (Dwiyanto, 2015; 

Sudarman, Hasim, & Maswati, 2020 : 2-3; Wahjusaputri & Fitriani, 2018 : 28-33). Tuntutan 

ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas (Darmi, 2017:3107). 

Pencapaian good governance yang profesional, kinerja berkualitas, transparan, akuntabel 

serta mampu menegakkan etika dan moral dalam melayani publik tentu tidak terlepas dari 

manajemen sumber daya manusia yang baik (Destianingrum, Hananto, & Sa’adah, 2017:1-

3). Sumber daya manusia adalah salah satu faktor pokok yang strategis untuk meningkatkan 

kemampuan bersaing (competitive) dan bertahan (defensive) bagi institusi sesuai 

perkembangan arus globalisasi. Salah satu cara agar sebuah institusi dapat survive dalam 

kompetensi global, yaitu perlu suatu landasan guna mencapai keunggulan bersaing yaitu 

pengelolaan sumber daya manusia yang memadai agar menghasilkan sumber daya manusia 

yang kompeten (Pfeffer, 1994 : 1-281). 

Manajemen Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah 

pada tahun 2020. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah 

disusun Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RTRPJMN) 2020 - 2024 yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahap ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005 - 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 

diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik, melalui sektor publik 

maupun pemberdayaan dari sektor nonpublik untuk mencapai SDM yang berdaya saing 

global. 

Selanjutnya, pemerintah juga telah menyusun agenda Prioritas Pembangunan Bidang. 

Khusus di bidang aparatur, Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun tiga prioritas 

pembangunan, yaitu (1) peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan reformasi 

birokrasi; (2) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) penguatan 

implementasi manajemen ASN berbasis merit. Pembangunan manajemen ASN untuk 

mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang profesional, berintegritas dan netral sejatinya 

telah dimulai sejak kebijakan sistem merit dalam manajemen ASN dilaksanakan. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dasar hukum 

yang dengan tegas mengamanatkan bahwa instansi pemerintah harus menerapkan sistem 

merit dalam manajemen ASN. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen 
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ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil 

dan wajar tanpa diskriminasi. Definisi tersebut tercantum dalam Undang-Undang No. 5 

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana dalam sistem merit yang paling 

diutamakan adalah kualifikasi yang mencakup dalam seleksi dan rekruitmen pegawai, 

kompentensi dan penempatan dari ASN itu sendiri. 

Namun, pada kenyataannya, penerapan sistem merit di Indonesia masih menghadapi 

berbagai tantangan yang harus dibenahi oleh pemerintah, khususnya dalam menerapkan 

strategi manajemen sumber daya manusia. Hasil penelitian Komisi Aparatur Sipil Negara 

pada tahun 2018 pada Gambar 1 menemukan peta penerapan sistem merit manajemen ASN 

di beberapa kementerian rata-rata sudah tergolong baik, tetapi masih terdapat lima 

kementerian yang termasuk dalam kategori II, yakni kurang (KASN 2018a : 14). Kondisi 

demikian tentu membutuhkan alternatif solusi berupa penggunaan metode sistem merit yang 

efektif mulai dari perekrutan ASN hingga pengawasan. 

Gambar 1. 

Peta Penerapan Sistem Merit Menajamen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Beberapa 

Kementerian Tahun 2018 (Sumber: KASN, 2018a:17) 

 

Berbagai praktik yang mencerminkan ketidaksiapan penerapan sistem merit dalam hal 

buruknya mutu pelayanan dan kinerja aparat negara (Daryanto, 2007:1; Mulyawan & 

Mariana, 2016:2). Sistem pembayaran gaji yang tidak memadai sering kali membuat 

pegawai bekerja tidak optimal dan dapat memicu terjadinya praktik korupsi (Katharina, 

2018:2). Sementara itu, indikator yang menjadi tolok ukur buruknya kinerja aparat 

pelayanan publik di Indonesia, antara lain pelayanan yang cenderung birokratis dan bertele-
tele, membutuhkan biaya yang tinggi, adanya pungutan liar, perilaku anggota yang kurang 

baik terhadap masyarakat, pelayanan yang diskriminatif, lebih mendahulukan kepentingan 

pribadi, pelayanan yang lamban, dan sebagainya (MENPANRB, 2015:74). Susanto (2017: 

67-68) mengatakan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki untuk mencapai manajemen 

sumber daya manusia yang baik, yakni mencakup perbaikan integrasi dan perencanaan, 
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keterlibatan pimpinan dalam proses rencana strategis organisasi, pembuatan tujuan dan 

strategi organisasi yang jelas serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang selaras. 

Bertolak dari urgensi permasalahan tentang pentingnya penerapan sistem merit pada 

manajemen ASN di Indonesia, rumusan penelitian ini dibatasi mengenai (1) proses 

rekrutmen ASN secara umum di Indonesia, (2) penempatan ASN (3) implementasi 

penerapan sistem merit berbasis kompetensi sebagai suatu alternatif solusi untuk 

meningkatkan kinerja ASN yang mendukung good governance. Dilihat dari berbagai 

permasalahan di atas, sangat penting bagi instansi pemerintah untuk membenahi manajemen 

sumber daya manusia dengan menggunakan kebijakan sistem merit dimulai dari tahapan 

awal perekrutan, penempatan aparat negara yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan 

kinerja. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, artikel ini bertujuan untuk 

mengkaji tentang sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di Indonesia.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas rumusan masalah yang ditetapkan 

ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat induktif (Creswell, 2014:38). 

Penelitian kualitatif memberikan kontribusi yang berharga ketika dilaksanakan kegiatan 

identifikasi masalah dan pembahasan terhadap berbagai sumber data yang menjadi objek 

kajian (Sugiyono, 2019:271-272). Penelitian kualitatif juga sesuai untuk mencapai tujuan 

dalam menghasilkan kajian tentang rekomendasi kebijakan sistem merit dalam manajemen 

ASN. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Descriptive 

Phenomenological Analysis (DPA). Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan 

penelitian yang dimulai oleh Husserl (1859-1938) kemudian dikembangkan kembali oleh 

Heidegger untuk memahami atau mempelajari pengalaman hidup seorang manusia. Hingga 

pada akhirnya penelitian ini berevolusi menjadi sebuah metode penelitian kualitatif yang 

banyak digunakan dalam dekade terakhir abad ke dua puluh (Christensen, Welch, & Barr, 

2017:117). Uraian yang dijelaskan dalam pembahasan ini akan mengarah pada berbagai 

fenomena rekrutmen ataupun penetapan aparatur negara agar mendapatkan gambaran 

implementasi sistem merit berbasis kompetensi di Indonesia. 

Pengumpulan data sekunder yang berupa literatur relevan dengan tema penelitian 

dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis. Beberapa tahapan yang dilalui 

untuk memperoleh data sekunder mencakup penelusuran literatur melalui internet browsing 

(collecting data), data diseleksi dan kategorisasi data, lalu analisis materi dan terakhir yakni 

uji literatur dan entry data dan sajian data dalam pembahasan. Analisis data dilakukan 

dengan memproses berbagai informasi agar dapat menggambarkan keadaan sistem merit di 

Indonesia. Literatur bersumber dari hasil penelitian terdahulu, konsep dan teori yang telah 

terbit dalam jurnal ilmiah dan beberapa buku hasil pemikiran para ahli. 

 

C. KERANGKA TEORI 

Sistem merit di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang ASN pasal 2 (dua) butir 

22, dengan pengertian sistem merit adalah “Kebijakan dan manajemen ASN yang 

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil wajar dengan tanpa 

membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status 

pernikahan, umur ataupun kondisi kecatatan”. Sistem merit bertujuan untuk menciptakan 

kompetensi sumber daya manusia yang profesional dan produktif sesuai manajemen ASN, 

yang menata seleksi dan rekrutmen pegawai, pengembangan pegawai dan kesempatan setiap 

pegawai dalam promosi jabatan. Target ini sesuai dengan sistem merit berbasis kompetensi. 
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Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Merit System 

Sumber daya manusia berperan penting dalam segala aspek kehidupan, mulai dari level 

mikro, yaitu keluarga, sampai masyarakat. Sementara, manajemen sumber daya manusia 

merupakan sistem formal di dalam suatu organisasi guna memastikan potensi sumber daya 

yang tersedia secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Boon, Den 

Hartog, & Lepak, 2019:12). Manajemen sumber daya manusia dibangun untuk memotivasi 

dan mengembangkan staf agar mereka dapat memberikan dukungan terbaik dalam 

pencapaian misi organisasi (Bakator et al., 2019:3-13). Nilai strategis sistem merit telah 

dijelaskan secara teoritis oleh Woodard (2000:20-29) yaitu tentang seleksi kepegawaian, 

penempatan, promosi, dan kompensasi harus didasarkan pada sistem prestasi dan 

kompetensi dan faktor lain, seperti nilai-nilai individu untuk meningkatkan manajemen 

sumber daya manusia. Penerapan sistem merit yang tidak dipengaruhi perekrutan menurut 

gender, usia, suku dan faktor nonmerit lainnya pada manajemen sumber daya manusia dapat 

menarik pegawai yang tepat serta dapat mengembangkan potensi pegawai untuk 

meningkatkan kapabilitasnya (KASN, 2018b:5). Realisasi terap sistem merit dan kompetensi 

dipercaya menunjang pertumbuhan ekonomi dan mereduksi korupsi, kolusi, nepotisme 

ataupun favoritism (Dahlström, Lapuente, & Teorell, 2012:659; Vveinhardt & Sroka, 

2020:3). Prestasi kerja pada konsep sistem merit menurut Wungu (dalam Daryanto, 2007:3) 

merupakan pusat dari sistem merit (lihat Gambar 2), artinya untuk meningkatkan kinerja 

pegawai itu sendiri melalui kompetensi dan potensi yang dimilikinya. Jika prestasi yang 

didapatkan pegawai tersebut baik, maka pegawai (sumber daya manusia) akan mendapatkan 

penghargaan atau reward berupa kenaikan gaji atau kenaikan karier jabatan. Sebaliknya, jika 

prestasi pegawai (sumber daya manusia) buruk maka akan mendapatkan punishment berupa 

penurunan penghasilan ataupun karier dan jabatan. Reward dan Punishment dinilai dapat 

mempengaruhi sikap-sikap serta perilaku seorang pegawai dalam bekerja (Putra & 

Damayanti, 2020:312). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 

Konsep Sistem Merit (Sumber: Wungu, dalam Daryanto, 2007:3) 
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Dalam penerapan sistem merit juga tidak terlepas dari kinerja dan kompetensi pegawai. 

Sejumlah penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara manajemen berbasis sistem 

merit dan kinerja organisasi publik untuk membuat perubahan ke arah positif (Gabris et al., 

1985:311-327; Kim & Holzer, 2016:19-20; Murphy, 2019:23-24; Sartika et al., 2016:63). 

Komara (2019:75) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja 

dan profesionalisme pegawai ASN dalam melayani publik adalah dengan membuat iklim 

kerja yang sehat dan dinamis. Budaya organisasi atau budaya kerja yang positif dapat 

dilakukan dengan membangun komunikasi yang respektif, peningkatan kedisiplinan 

pegawai, membuat aturan organisasi yang jelas (Mustafid, 2017:1-14). Penerapan reward 

and punishment bagi pegawai juga dapat meningkatkan motivasi ASN dalam melayani 

publik (Putra & Damayanti, 2020:312; Verbruggen & McLaren, 2018:356) dalam 

penelitiannya menemukan bila terlalu banyak penekanan pada evaluasi kinerja dapat 

menurunkan motivasi karyawan, hal demikian dapat diselesaikan dengan melakukan 

pengembangan dan pembelajaran pegawai agar mendorong penerimaan terhadap penilaian 

kinerja dan meningkatkan kepuasan pegawai. Sementara itu, kompetensi adalah suatu 

kemampuan, keahlian maupun perilaku dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan 

yang dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ASN sesuai dengan standar 

yang diperlukan (Sartika et al., 2016:26-27). 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sistem Seleksi dan Rekrutmen CPNS 

Pegawai ASN memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara 

profesional, jujur, adil, tidak diskriminatif, menjaga kenetralan dalam menyelenggarakan 

kebijakan publik (Prasojo, 2014:24). Sementara itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan 

salah satu elemen penting dari ASN yang membutuhkan aplikasi sistem evaluasi kinerja 

(prestasi kerja) melalui sistem merit. Hal ini menjadi urgent, mengingat jumlah pegawai 

ASN yang masuk melalui jalur CPNS tergolong tinggi. Mempertimbangkan eksistensi PNS 

yang dibutuhkan untuk melayani publik, maka pengkajian secara mendalam diperlukan 

mengenai sistem seleksi dan rekrutmen CPNS. 

Kinerja birokrasi yang buruk pada pegawai negeri sipil sering kali diidentifikasi 

sebagai penjelasan dari menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah (Houston et 

al., 2016:1204). Seiring berjalannya waktu, gerakan reformasi manajemen sumber daya 

manusia terjadi dengan kemunculan desentralisasi. Burns et al (dalam Ishii, Rohitarachoon, 

& Hossain, 2013:250) menjelaskan bahwa di negara maju, desentralisasi juga kerap 

diperkenalkan sebagai respons terhadap ketidakpuasan publik pada birokrasi pemerintah 

yang sering kali tidak responsif dan efisien dalam melayani publik. Kualitas dan kompetensi 

aparatur negara yang rendah dapat menghambat kegiatan pemerintah dan membuat mereka 

tidak mampu bersaing dengan sektor swasta (Rakhmawanto, Rusli, & Sintaningrum, 

2019:31). 

Merespons tantangan reformasi tersebut, pemerintah Indonesia dalam menyikapi the 

decline of citizen-trust mencoba menerapkan kebijakan desentralisasi dan sistem merit dalam 

proses seleksi dan rekrutmen calon pegawai sipil negara. Merekrut individu yang kompeten 

dalam melayani publik tidak hanya tergantung pada sistem manajemen SDM. Akan tetapi 

penting juga mempertimbangkan konteks politik, sosial, dan ekonomi. Selain dapat 

menyaring sumber daya manusia yang kompeten, sistem merit dinilai dapat mengurangi 

terjadinya korupsi dan mencegah nepotisme dalam birokrasi (Dahlström et al., 2012, pp. 

665-666; Vveinhardt & Sroka, 2020:3). 
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Meraih minat masyarakat Indonesia untuk turut serta menjadi ASN adalah hal yang 

dapat dikatakan mudah. Terbukti pada tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (2020) 

melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) mencatat sejumlah 

4.197.218 calon peserta telah melakukan pendaftaran, dan sebanyak 3.364.897 telah lolos 

verifikasi administrasi dan terdapat sebanyak 154.029 formasi, yang terdiri dari instansi 

pusat sebanyak 37.584 formasi dan instansi daerah sebanyak 116.445 formasi. Jumlah 

tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, menarik peserta yang 

memiliki kompetensi unggul dalam bidangnya, dan siap berkomitmen menjadi pelayan 

publik menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi di Indonesia. Seberapapun inovatifnya 

sebuah badan publik dalam menarik pelamar, keberhasilan instansi dalam merekrut pegawai 

dengan integritas yang tinggi akan sulit didapat kecuali jika kondisi fundamentalnya sudah 

kuat (Lavinga & Hays, 2004:239). 

Dasar hukum perekrutan dan seleksi pegawai pemerintahan di Indonesia adalah 

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang ASN (Pasal 56-67) dan PP No. 11 Tahun 2017 

Tentang Manajemen PNS (Pasal 4-44). Sementara itu, terdapat peraturan yang cukup 

berbeda dari tahun sebelumnya untuk mengatur standar kompetensi calon PNS yaitu 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar 

(SKD) CPNS Tahun 2019. Peraturan lainnya yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metote Computer 

Assisted Test (CAT). 

Badan Kepegawaian Negara (2019:1-36) menyatakan bahwa metode Computer 

Assisted Test harus digunakan dalam proses dan seleksi rekrutmen Calon Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seleksi 

masuk sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil 

Negara (ASN) untuk menunjang penyaringan pegawai secara objektif, transparan, akuntabel, 

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Computer Assisted Test merupakan salah satu 

sistem seleksi yang menggunakan alat bantu komputer untuk memperoleh lulusan yang 

memenuhi standar minimal kompetensi yang telah dibuat pada peraturan nilai ambang batas. 

Proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menunjukkan bagian dari rangkaian kegiatan 

seleksi yang dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta 

ujian. Cakupan penilaian pada saat seleksi terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 

Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Seleksi Kompetensi 

Bidang (SKB) merupakan seleksi untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang 

dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang yang dipersyaratkan oleh jabatan 

atau instansi tertentu. 

 

Kondisi Empiris Seleksi dan Rekrutmen CPNS di Indonesia 

Sejak tahun 2013, ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah 

memanfaatkan sistem komputer atau Computer Assisted Test (CAT). Perkembangan model 

seleksi ASN terlihat dalam Tabel 1. Pemerintah menjamin kejujuran dan objektivitas dari 

sistem CAT sehingga dapat menghindari segala bentuk kecurangan peserta tes. Sistem CAT 
diharapkan dapat mengukur kemampuan peserta tes secara objektif dalam waktu yang relatif 

singkat. Beberapa keuntungan penggunaan sistem ini antara lain yaitu lebih kompetitif, adil, 

dan mudah dimengerti oleh peserta. Setelah seleksi administrasi berlangsung, peserta CPNS 

yang lolos berhak mengikuti tes tahap berikutnya yakni SKD. Setelah lolos dari tahap ujian 

SKD peserta dapat mengikuti tes SKB. Adapun tahap akhir yang harus dilalui oleh seorang 
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calon PNS yang telah lulus (dapat dilihat pada Gambar 3) mengikuti serangkaian ujian ialah 

memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP). 

 

 
Gambar 3. 

Tahapan Seleksi CPNS 2019 (Sumber: BKN, 2020) 

 

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lolos SKD dan melewati ambang batas serta 

masuk dalam kuota per jabatan akan melanjutkan pada tahap Seleksi Kompetensi Bidang 

(SKB) yang umumnya berupa tes wawancara, tes bahasa asing, tes fisik, tes potensi 

akademik, dan psikotes lanjutan dengan syarat setiap instansi harus memberikan minimal 

dua bentuk tes. Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan 

fungsional yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN. Sebagai 

contoh, soal tes SKB jabatan fungsional Analis Kebijakan akan disusun oleh Lembaga 

Administrasi Negara (LAN). 

Penerapan sistem merit pada seleksi dan rekrutmen CPNS di Indonesia masih memiliki 

beberapa permasalahan. Setyowati (2016) melakukan riset terkait seleksi CPNS di tahun 

2010. Setyowati (2016:92-93) dalam penelitiannya menemukan terdapat tiga faktor yang 

menghambat penerapan merit system dalam rekrutmen dan seleksi karyawan. Pertama 

adalah faktor administratif, kedua politis dan budaya yang bisa menunjukkan indikasi 

korupsi dalam proses rekrutmen dan yang ketiga adalah hambatan teknis yang terkait dengan 

kemampuan sumberdaya personel yang terbatas dalam melaksanakan tanggung jawab. 

Dilansir dari Kedeputian BKN Bidang Wasdal, pada tahap awal perencanaan seleksi 

CPNS 2019 masih ditemui beberapa jenis maladministrasi seperti pelanggaran pasal 22 ayat 

3 PP 11/2017, yaitu adanya perbedaan syarat minimal IPK bagi putra-putri daerah dan non 

putra-putri daerah yang bersangkutan. Hal demikian terjadi pada 77 instansi daerah dan 4 

instansi pusat. Pelanggaran Pasal 22 PP 11/ 2017 di 22 instansi daerah juga ditemukan, yaitu 

membatasi domisili pelamar dalam wilayah kabupaten/provinsi tertentu. 
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Tabel 1. 

Model Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010-2019 

No. Model Seleksi Tahun 

1 Kerja sama daerah dengan Perguruan Tinggi 

(PT). Sudah ada yang online tetapi mayoritas 

masih menggunakan sistem konvensional/ 

manual. 

2010 

2 Terpusat, menggunakan CAT, tetapi belum 

terintegrasi. 

2013 

3 Terpusat, menggunakan CAT, tetapi belum 

terintegrasi. 

2014 

4 Terpusat, menggunakan CAT, terintegrasi, 

terbuka dan online 

2017 

5 Terpusat (seleksi nasional), terintegrasi, 

terbuka, online, Single Entry System 

(SSCN), CAT. 

2018 

6 Terpusat (seleksi nasional), terintegrasi, terbuka, 

online, Single Entry System (Sistem Seleksi 

Calon Aparatur Sipil Negara/SSCASN), CAT, 

penyesuaian Passing Grade 

2019 

Sumber: Analisis Peneliti 

 

Berbagai permasalahan lain terkait seleksi dan rekrutmen CPNS dari tahun 

sebelumnya sampai saat ini cenderung masih memiliki pattern permasalahan yang sama. 

Sering kali prinsip “the right man on the right place” masih diabaikan. Metode seleksi yang 

digunakan saat ini terkesan menggeneralisasi seluruh kemampuan peserta ujian. 

Keterbatasan anggaran khususnya bagi instansi daerah juga masih sering ditemukan. Saviar 

dan Prasojo (2014:14-15) menemukan adanya instansi yang tidak menyelenggarakan Seleksi 

Kompetensi Bidang karena keterbatasan waktu dan dana. Kejadian seperti itu akan membuat 

instansi memiliki risiko tidak mendapatkan pelamar yang tepat karena kompetensi bidang 

ditiadakan. Pelanggaran lain terdapat pada sejumlah instansi yang melakukan seleksi terbuka 

tetapi tidak sepenuhnya memenuhi prosedur yang berlaku, bahkan beberapa instansi masih 

merekrut Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tetapi tidak melalui seleksi terbuka 

(Dwiputrianti, 2018:78). 

Strategi pemerintah dalam menyikapi berbagai permasalahan terkait rekrutmen dan 

seleksi pegawai harus benar-benar berlandaskan pada penilaian kompetensi dari pelamar. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan good governance 

yakni penambahan alokasi anggaran urusan kepegawaian, perubahan mindset terkait 

pentingnya proses rekrutmen dan seleksi SDM yang unggul, pemerataan teknologi internet 

yang mengikuti perkembangan zaman, metode seleksi harus sesuai dengan kompetensi 

jabatan tidak menggeneralisasi. Tidak hanya bagi ASN dan CPNS yang akan masuk, bahkan 

sistem rekrutmen yang menerapkan tes kompetensi dasar dan bidang perlu diadakan pada 

rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT) agar mendapatkan SDM yang kompeten 

(Rakhmawanto, 2013:3).  

 

Penempatan Aparatur Sipil Negara 

Penempatan merupakan bagian terpenting yang harus dijalankan setelah tahap seleksi. 

Penempatan jabatan bisa juga berupa pemberian tugas pada posisi tertentu, atau pengisian 
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jabatan yang kosong, atau bisa juga dalam bentuk jabatan pada pegawai yang baru. 

Penempatan jabatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu aktivitas sebagai babak lanjutan 

dari proses penyaringan pegawai yang mencakup penempatan kandidat pegawai yang lulus 

seleksi pada jabatan atau pekerjaan tertentu melalui delegasi (Hasibuan, 2010, p. 163). 

Pengertian lain dari penempatan ASN dapat ditafsirkan sebagai salah satu fungsi terpenting 

dalam manajemen sumber daya manusia melalui pemberian tugas ataupun jabatan kepada 

seseorang pada posisi tertentu. Penempatan ASN tergantung pada fungsi dan kesesuaian 

kompetensi diri dengan jabatan ataupun tugas yang membutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Dapat dinyatakan bahwa penempatan merupakan salah satu unsur penting yang harus 

dijalankan setelah proses seleksi selesai dan harus melalui perhitungan yang matang supaya 

dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi dengan menempatkan pegawai baru pada 

suatu posisi tertentu. Hasibuan (2010:63) berpendapat bahwa dalam menempatkan pegawai 

yang telah lolos seleksi harus berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan 

tertentu, atau lebih dikenal dengan asas “the right man in the right place and the right man 

behind the right job.” Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa penempatan pegawai tidak 

bisa serta merta sembarang dilakukan, tetapi harus melalui pertimbangan tertentu atau yang 

lebih sering disebut analisis jabatan sesuai kompetensi supaya tidak menempatkan pegawai 

yang tidak berkompetensi pada suatu pekerjaan. 

Terdapat enam prinsip dasar dalam penempatan pegawai menurut Adewale, (dalam 

Babalola Oluwayemi et al., 2018:43-44) yakni pegawai harus selalu ditempatkan 

berdasarkan persyaratan yang ada, kedua, suatu pekerjaan harus ditawarkan kepada 

seseorang yang telah memiliki kualifikasi yang tepat, ketiga, pegawai harus mempunyai 

pemahaman kuat mengenai apa yang menjadi tanggung jawabnya, tidak luput bahwa 

loyalitas, kerja sama antar karyawan, beban tugas harus terus dikembangkan, kelima, 

penempatan jabatan harus dipersiapkan jauh-jauh hari, dan yang terakhir penempatan 

pegawai dapat digunakan sebagai percobaan untuk mengukur seberapa layak pegawai 

menempati sebuah jabatan. 

Prosedur proses penempatan pegawai bila dimulai dengan analisis pekerjaan dan setiap 

penempatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur akan membuat instansi atau organisasi 

mendapatkan pegawai yang terbaik yang dapat meningkatkan kinerja organisasi (Babalola 

Oluwayemi et al., 2018:43). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dalam penempatan 

jabatan seorang pegawai, menurut Hasibuan (dalam Epriani, 2016:30) faktor-faktor tersebut 

meliputi pendidikan terakhir, kondisi kesehatan, baik jasmani maupun rohani, usia calon 

pegawai, serta berbagai pengalaman bekerja. Kesalahan penempatan pegawai dalam bidang 

tertentu dapat menyebabkan unit kerja akan merasakan akibatnya. 

Penerapan konsep yang sudah dijelaskan pada paparan sebelumnya dalam penempatan 

pegawai khususnya aparatur sipil negara diharapkan dapat ditempatkan sesuai job 

description dan job specification sehingga efisiensi dan efektivitas organisasi tercapai. Oleh 

karena itu, penulis ingin memberikan beberapa contoh kasus yang bisa menjadikan potret 

penempatan pegawai di Indonesia. Kasus yang akan penulis ambil di antaranya dari berbagai 

instansi baik pusat maupun daerah berdasarkan data yang ada. 
Terdapat beberapa kasus yang ditemukan. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Tana Toraja, dimana data diambil dari penelitian Epriani (2016:105) yang 

mengungkapkan bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja bisa dikatakan baik, tetapi kurang efektif karena 

beberapa hal belum terlalu diperhatikan. Aspek tersebut yaitu keterampilan dan kepribadian. 

Pada aspek keterampilan pegawai di instansi ini belum mumpuni dan masih perlu 
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peningkatan di bidang pengolahan data dan pelayanan secara online (Epriani, 2016:6). 

Sementara pada aspek kepribadian berhubungan dengan minat kerja pegawai yang masih 

rendah sehingga hal ini berakibat pada efektifitas pekerjaan yang dilakukan (Epriani, 

2016:98). Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa di instansi daerah, masalah 

penempatan pegawai belum menjadi fokus utama untuk efektivitas tujuan organisasi. 

Kasus berikutnya, yaitu ada pada Pemerintah Kota Depok yang beritanya dikutip dari 

Media Indonesia (Rajagukguk:2020) bahwa banyak sekali laporan yang masuk kepada 

Ombudsman RI, informasi ini disampaikan oleh pejabat keasistenan dalam tim tujuh, yaitu 

Ahmad Sobirin.  Beliau mengungkapkan bahwa laporan yang masuk mengenai penempatan 

pegawai birokrat di Kota Depok yang tidak berdasarkan kompetensi, seperti seorang doktor 

dalam bidang persampahan dari Institut Pertanian Bogor ditempatkan pada posisi jabatan 

kepala bidang kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Selain itu, ada juga ASN yang memiliki gelar insinyur dalam bidang sumber daya air 

menduduki jabatan sebagai kabid kebakaran Dinas Damkar dan Penyelamatan. Masih 

banyak lagi contoh kasus lainnya mengenai penempatan yang tidak sesuai bukan hanya di 

Kota Depok, tetapi hampir terjadi di seluruh Indonesia (Rajagukguk:2020). Penelitian dari 

Wildatul Aluf (2019:107) yang berlokasi di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya 

Seksi Pendidikan Madrasah menemukan bahwa penempatan pegawai di Seksi Pendidikan 

Madrasah belum sempurna karena tidak sesuai dengan prestasi akademis. Namun, untuk 

penempatan pegawai berdasarkan pengalaman yang dimiliki, di Seksi Pendidikan Madrasah 

sudah hampir menyesuaikan untuk mengisi sebuah jabatan. Selain itu, pegawai pada Seksi 

Pendidikan Madrasah telah memiliki kesehatan fisik dan mental yang dapat memperbaiki 

kinerja pegawai. 

Masalah penempatan jabatan juga terjadi di tingkat Kementerian RI salah satunya 

Kementerian Agama. Komisi Pemberantasan Korupsi telah berhasil menguak dugaan suap 

pada berbagai jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Wiwoho:2019). Kasus ini mulai 

terungkap sejak lembaga ini berhasil menangkap praktik korupsi jabatan. Nama-nama yang 

dikantongi KPK di antaranya adalah ketua Umum PPP M Romahurmuzy alias Romi, Kepala 

Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag 

Kabupaten Gresik M.M Wirahadi. KPK kemudian menetapkan Romi yang juga anggota 

Komisi XI DPR, Muafaq dan Haris sebagai tersangka jual beli jabatan di Kemenag. 

Praktik jual beli jabatan semacam ini memberikan gambaran bahwa penempatan 

jabatan di Indonesia masih kacau. Praktik maladministrasi masih kerap ditemukan. Dalam 

hal ini tentunya faktor-faktor dalam penempatan jabatan seperti kemampuan, kompetensi, 

dan keterampilan sudah tidak menjadi dasar pertimbangan dalam penempatan. Kiat-kiat 

yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi penyelewengan tersebut diperlukan adanya 

perbaikan dalam penyatuan peraturan terkait mekanisme pengangkatan pejabat tinggi yang 

mengacu pada sistem merit serta pembatasan kewenangan kepala instansi dalam mengangkat 

pejabat atau pegawai (Wijaya et al., 2019:204).  

 

Penerapan Sistem Merit Berdasarkan Kompetensi 

Pada bagian ini akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan merit system 
berdasarkan kompetensi. Apabila mengacu pada visi Indonesia 2045 yakni mengembangkan  

perekonomian berkelanjutan yang  dilakukan secara gencar (KASN, 2019:3). Adanya visi 

tersebut menyebabkan pemerintah mulai menyadari agar dapat mencapainya sangat 

diperlukan ASN yang mempunyai kompetensi yang baik ketika menduduki suatu jabatan 

tertentu. Kompetensi adalah gambaran tentang perilaku sedangkan kompeten (kecakapan) 

adalah gambaran dari hasil suatu pekerjaan (Palan, 2007:6). 
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Dalam upaya meningkatkan efektivitas merit system yang sedang dilaksanakan, 

pemerintah Indonesia telah mengambil langkah menyederhanakan birokrasi yang ada di 

semua lembaga dan kementerian yang ada di Indonesia. Berdasarkan mandat presiden, 

penyederhanan tersebut dilakukan dengan merampingkan jabatan eselon menjadi dua level 

saja yakni eselon I dan II serta mengganti jabatan eselon III (administrator) dan eselon IV 

(pengawas) dengan jabatan fungsional yang lebih menekankan pada menghargai kompetensi 

dan keahlian yang harus dilaksanakan. Mandat prsesiden tersebut telah tertuang dalam Surat 

Edaran Nomor 384, 390 dan 391 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret 

Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada semua menteri kabinet Indonesia maju, 

gubernur, wali kota dan bupati serta semua instansi pemerintahan baik pusat maupaun daerah 

(Asmara, 2020:1-2). 

Salah satu upaya penting dalam menyeleksi ASN yang berkompeten adalah dengan 

adanya pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat diperoleh melalui 

program pengembangan berupa pendidikan dan pelatihan (diklat), pertukaran pegawai dan 

praktik kerja (KASN, 2019:20-35). Selain itu, kompetensi bisa didapatkan melalui berbagai 

cara seperti pengalaman hidup dan aktivitas di tempat kerja dan program pengembangan 

(Wu, 2013:262). Adanya penyederhanaan birokrasi tersebut sangat mendukung dalam 

pelaksanaan sistem merit saat ini, dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian yang 

dimiliki oleh masing-masing ASN. Penyedehanaan birokrasi tersebut juga dapat membantu 

lembaga pengawasan ASN, yakni Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pengawas sistem merit yang ada di pemerintahan Indonesia. 

Hal tersebut dapat sebagai pemacu untuk para ASN agar dapat meningkatkan 

kompetensi dan keahliannya agar dapat menduduki jabatan fungsional tersebut, melalui 

pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. Selain 

itu, langkah yang dapat dilakukan adalah penilaian yang ketat pada akhir proses pendidikan 

dan pelatihan jabatan fungsional tersebut dengan tujuan ketika para ASN sedang mengikuti 

pendidikan dan pelatihan benar-benar belajar dan memahami materi yang telah diberikan 

oleh pemateri dalam pelatihan dan pendidikan tersebut. Aparat negara yang telah 

menyelesaikan pendidikan dan pelatihan dapat menjadi ASN yang memiliki kompentensi 

dan keahlian yang lebih baik dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan dan pendidikan 

serta dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan aturan yang ada. 

Di samping itu, pada praktiknya pengembangan kompetensi masih sering diabaikan 

oleh beberapa instansi pemerintah dan masih kurang teratur. Hal tersebut dapat terlihat dari 

beberapa kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah belum mempunyai daftar yang 

memadai dalam hal perencanaan kompetensi, misalnya jika diadakan pelatihan yang 

mengikuti hanya pegawai yang berminat. Begitu pula dengan kurangnya minat pegawai 

untuk melanjutkan pendidikan (Sambali, 2015:158). Hal ini terlihat sangat tidak sistematis 

karena seharusnya semua ASN mengikuti pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah 

tempatnya bekerja, secara bergantian antar sesama ASN, bukan hanya ASN yang berminat 

saja. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah membuka 

ruang bagi ASN dalam pengembangan kompetensi, dimana setiap ASN berhak mendapatkan 
pengembangan diri selama 20 jam dalam setahun serta UU tersebut mengharuskan instansi 

pemerintah untuk membuat daftar perencanaan pengembangan ASN dalam setiap tahunnya. 

Namun, masih ada beberapa instansi pemerintah yang tidak menjalankan tugas tersebut, 

sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan manajemen ASN dalam 

penerapan sistem merit. Permasalahan demikian terjadi ketika akan dilakukan penempatan 

ASN terutama dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) berupa Panitia JPT yang 
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berkompeten, kredibel dan nonpolitik menjadi sangat terbatas, jumlah assesor dan 

assessment center yang terakreditasi yang juga terbatas, serta pengisian JPT yang belum 

berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi (Dwiputrianti, 2018:78). 

Permasalahan tersebut mengakibatkan banyak posisi di instansi pemerintah diisi oleh 

ASN yang tidak berkompeten dan takut bersaing secara sehat dengan ASN lainya. Oleh 

karena itu, adanya sistem merit ini diharapkan dapat menciptakan ASN yang memiliki 

kompetensi ketika menduduki suatu jabatan tertentu serta ASN yang lebih peduli terhadap 

kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Selain itu, 

pentingnya sinergitas antara badan kepegawaian dan lembaga diklat pada semua tingkatan 

karena kedua lembaga tersebut yang paling mengetahui kebutuhan diklat bagi ASN 

(LAN:2016). Agar dapat mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan 

beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam aspek kompetensi dalam sistem 

merit pada ASN di Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) telah mengeluarkan acuan mengenai pengembangan 

kompetensi dalam Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan 

Kompetensi ASN. 

Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan 

program peningkatan kompetensi dasar. Beberapa kementerian di Indonesia sudah mulai 

mengembangkan kompetensi dengan membuat rencana diklat secara sistematis, contohnya 

adalah Kementerian Keuangan. Adanya pedoman mengenai kompetensi tersebut seharusnya 

menjadikan semua instansi pemerintah mulai mengikuti membuat daftar rencana diklat rutin 

setiap tahunnya di instansi masing-masing secara sistematis. Hal yang dapat dilakukan 

selanjutnya adalah mewajibkan semua ASN untuk mengikuti diklat setiap tahunnya secara 

bergantian antara sesama pegawai minimal satu kali dalam satu tahun, jika tidak mengikuti 

diklat tersebut selama dua kali berturut-turut, ASN harus mendapatkan punishment berupa 

pemindahan tugas atau non-job. Kehadiran diklat rutin dapat meningkatkan kompetensi 

individu ASN. Apabila ASN semakin berkompeten, ASN dapat ditempatkan pada posisi apa 

saja yang sesuai dengan kompetensinya dan dapat pula mempermudah kenaikan jabatan. 

Langkah berikutnya yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, baik pusat dan 

daerah serta lembaga diklat adalah dengan mengadopsi sistematika diklat yang dilaksanakan 

pada sektor private yang cocok diterapkan pada sektor pemerintah agar dapat meningkatkan 

kompetensi ASN untuk mendukung manajemen ASN dan sistem merit di Indonesia. 

Kemudian merancang kurikulum diklat yang sesuai lembaga, kementerian atau pemerintah 

daerah yang akan mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan masing-masing setiap instansi 

pemerintah tersebut yang harus ditekankan dalam pelaksanaan diklat, misalnya untuk 

Kementerian Pekerjaan Umum maka kurikulum pengetahuan yang harus ditekankan adalah 

mengenai manajemen konstruksi karena kementerian tersebut mengurusi pembangunan 

infrastruktur, sedangkan pada pemerintahan daerah yang termasuk dalam daerah rawan 

bencana, kurikulum pengetahuan yang harus ditekankan pada ASN pada saat mengikuti 

diklat adalah mengenai kebijakan mitigasi bencana dan pascabencana agar para ASN di 

daerah tersebut mempunyai pedoman ketika terjadi bencana yang datang secara tiba-tiba, 

serta lebih responsif dan tidak lamban dalam mengambil keputusan. 
Selanjutnya, salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika akan diadakan suatu 

diklat adalah fasilitas ketika mengikuti diklat agar sesama ASN tidak saling lempar ketika 

diminta untuk mengikuti diklat seperti fasilitas akomodasi dan transport dengan kualitas 

yang baik, dapat menjadi daya tarik para ASN untuk mengikuti diklat yang diadakan instansi 

pemerintah tempatnya bekerja. Segala upaya tersebut dapat berjalan dengan baik apabila 

terus dilakukan oleh intansi terkait secara berkala misalnya dalam satu tahun dua kali agar 
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tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan para ASN dalam program pengembangan 

kompetensi ASN melalui diklat. Para lembaga terkait yang akan menyelenggarakan diklat 

harus terus memberikan kesadaran kepada para ASN betapa pentingnya diklat peningkatan 

kompetensi. Selain bermanfaat untuk individu ASN, dapat pula berupa naiknya posisi 

jabatan ASN serta meningkatnya tunjangan kinerja dan jabatan yang akan didapatkan. 

Manfaat lain bagi instansi tempat para ASN bekerja yaitu apabila telah memiliki ASN yang 

kompeten dan berkualitas tentu akan meningkatkan kemajuan instansi mereka. Pegawai 

ASN akan dapat membuat program-program atau kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat 

bagi semua aspek. 

Berdasarkan semua uraian di atas terdapat satu pihak yang sangat berperan penting 

dalam pengembangan kompetensi ASN tersebut yakni atasan langsung yang paling paham 

mengenai kompetensi yang dimiliki bawahannya dengan cara mengamati kinerja dan tugas-

tugas yang diselesaikan (PPID LAN:2018). Oleh karena itu, atasan sangat berperan dalam 

pengembangan kompetensi ini sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai 

bawahannya. Tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang atasan adalah dengan 

memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh pegawai agar tidak menolak untuk 

mengikuti program diklat yang akan diadakan.  

Dengan adanya motivasi yang membangun dapat menyadarkan para pegawai betapa 

pentingnya program diklat untuk peningkatan kompetensi ASN. Perbaikan tata kelola 

pemerintahan juga perlu bertindak dinamis. Budaya birokrasi perlu disentuh untuk lebih 

cepat tanggap, responsif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. 

Dynamic governance dapat diterapkan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat 

kebijakan dapat lebih adaptif melalui tiga kunci sukses dalam menentukan pemimpin yakni 

diperlukan pemimpin yang dapat berpikir kedepan dan antisipatif (think ahead), pemimpin 

yang dapat mengkaji ulang secara hati-hati hasil pemikirannya (think again), dan pemimpin 

yang mampu berpikir secara lateral, horizontal, dan mengambil pelajaran dari berbagai 

perspektif (think across) (Neo & Chen, 2007: 467-469). Terakhir, di masa industry 4.0 tentu 

peningkatan kompetensi melalui metode e-learning berupa penggunaan teknologi 

komunikasi dan informasi juga sangat dibutuhkan dalam pembelajaran para ASN agar 

mendapat akses pembelajaran di mana pun dan kapan saja dengan menggunakan jaringan 

internet (Daniati & Marliani, 2019:102; Rahman, Amarullah, & Hidayah, 2020,:103). 

Penggunaan model campuran atau blended learning yang diawali dengan metode e-learning 

dapat meningkatkan proses belajar mandiri dan pengetahuan ASN sebelum masuk ke proses 

belajar klasikal atau tatap muka secara langsung, penggabungan kedua model tersebut 

diharapkan agar proses pembelajaran ASN lebih terintegrasi dan optimal (Idris, 2018:62).  

 

E. PENUTUP 

Sistem merit yang diterapkan di Indonesia masih belum sepenuhnya berlangsung 

optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen dan kerja sama antara ASN 

dengan semua instansi dalam lingkungan kementerian, lembaga, pemerintah pusat maupun 

daerah dalam upaya mewujudkan keberhasilan sistem merit yang akuntabel dan objektif. 

Sangat penting kerja sama antara ASN dan semua kementerian, lembaga, pemerintahan 

pusat dan daerah untuk mewujudkan keberhasilan sistem merit di Indonesia.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan yakni 

urgensi dari pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap implementasi 

sistem merit perlu ditingkatkan dan didukung kontrol independen dari elemen masyarakat 

lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sedini mungkin berbagai bentuk 

penyimpangan dalam seleksi pegawai aparatur negara. Kesadaran tentang sistem merit 
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sebagai kunci keberhasilan dalam penerimaan pegawai ASN perlu ditingkatkan untuk 

mencapai hasil yang optimal.  

Peningkatan kompetensi ASN memerlukan komitmen bersama dari unit organisasi 

untuk mendukung suksesnya pendalaman pengetahuan melalui inovasi digital (blended 

learning) yang juga penting untuk diimplementasikan, baik dalam lingkup pemerintahan 

pusat maupun daerah. Sejalan dengan itu, perlunya perbaikan internal pemerintah di era 

industri 4.0 saat ini perlu menerapkan strategi jangka panjang mengenai tata kelola 

pemerintahan yang dinamis (dynamic governance), yaitu kemampuan birokrasi untuk lebih 

adaptif dan progresif perlu ditingkatkan melalui tiga cara yakni think ahead, think again, 

serta think across untuk membangun sistem merit di tata kelola pemerintahan yang baik. 
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